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PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA PURWODADI,

a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik
desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam  rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan asset milik desa perlu dilakukan
pengaturan mengenai pengelolaan aset desa

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa
Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
yang baru;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWODADI TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



10.

11.

12.

13.

14.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset

Desa.

Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk

merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan

barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang

dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa

dan tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di

Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan

Desa.

Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa

dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa
selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari
buku data inventaris desa dengan keputusan Kepala Desa untuk
membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas

barang yang berada dalam pengguasaannya.

Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset
Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa

dalam BUMDesa.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan

keadaan objektif aset Desa.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan

metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,

dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan

untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan

untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



Pasal 2

Jenis aset desa terdiri atas:

a.

Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
yang meliputi tanah kas desa yang diperoleh atas hasil usaha desa,
bangunan milik desa, barang milik desa dan aset desa lainnya;

Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis yang meliputi tanah kas desa, bangunan dan/atau barang milik
desa serta asset desa lainnya;

Kekayaan desa yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan  dari
perjanjian/kontrak dan/atau  diperoleh  berdasarkan ketentuan
peraturan undang-undang yang meliputi bangunan dan/atau asset desa
lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dari
berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa;

Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini
meliputi :

a.
b.

Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis;

Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 4

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian

hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan

kepastian nilai.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

Pasal 5
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan
tanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan
aset desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
e. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau
bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dan f, berupa tanah kas desa yang bukan merupakan
kekayaan asli desa, bangunan milik desa dan kendaraan bermotor.
Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

a. Carik Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b, berasal dari Lurah Urusan.

Pasal 6
Carik Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan

bertanggungjawab:

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;

c. mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset desa yang telah di
setujui oleh Kepala Desa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset
desa;dan



e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset
desa.

(2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat

(5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa kepada
Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;

d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 7

(1) Aset desa yang berupa tanah kas desa yang bukan merupakan Kekayaan
Asli Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk

mendapatkan pinjaman.

Pasal 8

Pengelolaan aset Desa meliputi:

a. perencanaan,

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanan,;

f. pemeliharaan;

g. penghapusan;

h. pemindahtanganan;
i.  penatausahaan;

j- pelaporan;

k. penilaian;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan
ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset

desa yang ada.

Paragraf Kedua
Pengadaan
Pasal 10

Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 11

Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan

Keputusan Kepala Desa.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 12

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d,
dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa:

a. sewa,
b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;

d. hak dan kewajiban para pihak;

@D

. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

—h

persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

Pemanfaatan asset desa berupa sewa sebagaimana yang diatur dalam
pasal 13 ayat (2) tidak berlaku atas bangunan dan/atau asset desa
lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat

dari berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa;



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Jangka waktu sewa atas atas aset desa berupa bangunan dan/atau
asset desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh
sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan dapat diperpanjang;

Pemanfaatan aset desa berupa sewa atas bangunan dan/atau asset
desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis

dari Gubernur.

Pasal 15

Kepala Desa menetapkan besaran sewa melalui keputusan Kepala
Desa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian
sewa-menyewa;

Besaran sewa aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

merupakan hasil musyawarah bersama lembaga;

Pasal 16

Besaran tarif pokok sewa atas aset desa yang berupa tanah desa
ditentukan dengan menggunakan kesepakatan bersama dalam rapat

pelelangan

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa,

pembiayaan dibebankan pada APBDesa.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses
sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan
Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purwodadi.

Ditetapkan di Purwodadi
: / Januari 2019

Diundangkan di Purwodadi
,{//:}?aa‘a}mg\gal [ Januari 2019
/> SekrethrisBe
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